
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembayaran Imbalan merupakan produk investasi dari Danareksa berupa 

Sukuk Negara Ritel Seri SR 001 dalam mata uang rupiah dengan akad Ijarah 

Sale & Lase Back. Dan yang dijadikan aset dasar (underlying asset) adalah 

Surat Berharga Syari`ah Negara. Dengan nilai minimal investasi sebesar Rp 5 

juta atau kelipatannya dan tidak ada batas maksimal pemesanan pembelian 

Sukuk Negara Ritel seri SR-001. Pihak Danareksa sudah mematok langsung 

imbal hasil atau penjatahan yang akan diterima oleh nasabah, yaitu sebesar 

12% per tahun yang dibayar setiap bulan. Ini dimaksudkan untuk menarik 

minat para investor yang ingin mengembangkan dananya, sehingga investor 

dapat menjual Sukuk Negara Ritel kapan saja diperlukan. 

2. dalam praktek yang dilakukan oleh PT. Danareksa Sekuritas Cabang 

Surabaya dalam transaksi Sukuk Negara Ritel, yang bertentangan dengan 

hukum Islam karena di dalam transaksi tersebut masih menggunakan tingkat 

suku bunga sebagai imbalan karena dalam permainannya, setiap pihak 

mengharapkan turun dan naiknya harga dengan segala cara, terutama yang 

tidak syar`i agar perkiraannya benar sehingga ia memperoleh keuntungan. Ini 

sama halnya dengan memperjualbelikan barang yang didalamnya 

mengandung unsur kesamaran, mengandung permainan atau untung-
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untungan. Serta dapat membentuk suatu permainan perjudian atau gambling 

yang semata-mata berdasarkan spekulasi, yang melibatkan resiko 

ketidakpastian.   

 
B. Saran  

1. Sukuk Negara Ritel merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat 

menarik dan bersifat fleksibel dalam dunia keuangan. diharapkan kepada PT. 

Danareksa untuk memunculkan produk baru, dimana sistem imbalan atau 

bunga akan lebih baik jika dalam melaksanakan transaksi Sukuk Negara Ritel 

menerapkan sistem yang ada. Ini dimaksudkan agar investor Muslim bisa 

ikut andil dalam kancah perekonomian nasional.   

2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat 

digunakan sebagai bahan kajian dan rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi 

tentang mekanisme pembayaran imbalan. 
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